
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 


NOMOR 12 TAHUN 2012 


TENTANG 


PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN 
TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 
TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAlIA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang 	 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 
18 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), Pasa l 21 ayat (3), Pasal 23 ayat 
(3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 2 8 ayat (2) Peraturan Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu, agar dapat dilaksanakan secara 
berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Gube m ur Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 ten tan g 
Pembentukan Daerah-Daerah OlOnom Provinsi Kalimantan 
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 
(Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1956 NomOI" 
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1106); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 
Penye1enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3 . 	 Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Rep u blik indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom r 3890) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang 
Pemenntahan Daerah (Le mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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5. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. 	 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. 	 Undang-Undang Nomor 28 Ta h un 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perund ang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. 	 Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomar 4593); 

1l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah an Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi d an Pemerintahan Daerah 
Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tarnbahan Le mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. 	Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tah un 20 10 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5161): 

13. 	Peraturan Daerah Nomor 0 8 Tahun 2008 ten tang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur (Lembaran D erah Provinsi Kalimantan 
Timur Tahun 2008 Namor 08); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Retri b si Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Provinsi Kali m antan Timur Tahun 2012 
Nomor 3); 
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MEMUTUSKAN : 


Menetapkan 	 PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. 	 Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 
2. 	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tim u r dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi s Iuas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indones ia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik In donesia Tahun 1945. 

3. 	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kaliman tan Timur dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

4 . 	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj u tnya di sebut DPRD, adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebag unsur penyeJenggara 
Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan TimuT. 

5. 	 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 
6. 	 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas te rtentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-und angan. 
7. 	 Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentuk 

oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur den gan persetujuan bersama 
Gubernur Kalimantan Timur. 

8. 	 Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur. 
9. 	 Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur . 
10 . Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupu n yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bent\.lk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkump ulan, yayasan, organisasi 
masa, organisasi sosial po1itik, atau organi sa si lainnya , lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak inve tasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 

1l. 	Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau bad3.11 yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan unru k melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong r et ribusi tertentu. 

12. 	Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan 
untuk menghitung besarannya retribusi terhutang. 

13. 	Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut re tribusi adalah pemungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau p m berian izin terlentu yang 
khusus disediakan danl atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan . 

14. 	Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan . 

15. 	Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribu s i yang 
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi ke p ada Wajib Rctribusi serta 
pengawasan penyetorannya . 

http:bent\.lk
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16. 	Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin, permohonan, rekomen dasi dan surat keterangan 
kepada orang pribadi atau badan yang dimak udkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan a tas kegiatan, pemanfaatan 
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. 

17. 	Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah da n l atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan pera lu ran perundang-undangan 
re tri bu 8i daerah 

18. 	Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menu rut Peraturan 
Retribusi 

19. 	Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 
memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh 
petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi 
untuk diisi secara lengkap dan benar. 

20. 	Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanju tnya disingkat SSRD , adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lilin ke Kas 
Daerah melalui tempat pembay<uan yang ditunJ u k oleh Gubernur. 

21 . 	Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanju tnya disingkat SKRD adalah 
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang teru tang. 

22. 	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi y g menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusn) tidak terutang. . 

23. 	Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif 
berupa bunga dan I atau denda; 

24. 	Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi 
Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke 
tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

25. 	Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan 
Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, 
surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk 
membayar retribusi sesuai dengan jumlah retri b u si yang terutang. 

26. 	Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang re tribusi atas nama Wajib 
Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang 
belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang Ill' sih terutang. 

27. 	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan men ghimpun dan mengolah 
data, keterangan, danl atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danl atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 

28. 	Insentif pemungutan retribusi yang selanjutny a disebut insentir adalah 
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja 
tertentu dalam melaksanakan pemungutan retr ibusi. 

29 . Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diuku r berdasarkan pencapaian 
target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan. 

30. 	Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memp roleh sesuatu atau untuk 
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewa lnya suatu waktu tertentu 
dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. 
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BAB II 

JENIS DAN RlNCIAN RETRIBUSI 


Pasal 2 

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu 
dalam Peraturan Gubernur ini adalah: 
a . 	 Retribusi Izin Trayek; dan 
b . Retribusi [zin Usaba Perikanan. 

BAB III 

PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI 


Pasa13 

(1) 	 Pelaksanaan Peraturan Cubernur ini diserah kan dan menjadi tanggung 

jawab Kepala SKPD Pemungut yang bertuga dan bertanggung jawab 

untuk: 

a. 	 melakukan inventarisasi objek Retribusi; 
b. 	 mengusulkan Bendabarawan Penerima dan/atau Bendaharawan 

Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; 
c . 	 melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi; 
d. 	 melaksanakan koordinasi dalam me1aksanakan pungutan Retribusi; 

dan 
e. 	 penyampaian laporan pelaksanaan tugas seb gaimana dimaksud dalam 

huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan Dinas 
Pendapatan Daerah. 

(2) 	 Dinas Pendapatan Daerah selaku koordina to r pemungutan Retribusi 
bertugas untuk : 
a. 	 melakukan evaluasi pelaksanaan pungu tan Retribusi bersama dengan 

SKPD Pernungut; dan 
b. 	 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur. 

BAB IV 

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN 


PENUNDAANPEMBAYARAN 


Pasal 4 

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pem bayaran, angsuran dan 
penundaan pembayaran Retribusi meliputi : 
a. 	 pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi; 
b. 	 penetapan Retribusi; 
c. 	 pembayaran Retribusi; dan 
d. 	 pembukuan dan pelaporan Retribusi . 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Retribusi 


Pasal 5 


(I) 	 Wajib retribusi yang rnernperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah 
Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan 

jenis Objek retribusi. 

(2) 	 Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dapat berdomisili di 
Daerah atau di luar Daerah. 
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(3) 	 Formulir SfYI'RD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, 
lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan 
dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Oaftar lnduk Wajib 
Retribusi berdasarkan namar induk. 

(4) 	 Bentuk formulir SPTRO atau dokumen lain yang dipersarnakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). sebagaimana tercantum daJam 
lampiran I merupakan bagian yang tidak tc rpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal 6 

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD a tau dokumen lain yang 
dipersamakan atau surat permohonan sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 
ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir 
SPTRO atau dokumen lain yang dipersamakan a tau surat permahanan oleh 
Wajib Retribusi. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penetapan Retribusi 


Pasa17 

(1 ) Berdasarkan SPTRO atau dokumen lain yang dipersamakan atau sural 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam pa 'al 5 ayat (1), ditetapkan 
Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Apabila terjadi kelalaian dan/ atau keterlambatan penyampaian kembali 
SPTRO atau dakumen lain yang dipersamakan d ari Wajib Retribusi, maka 
SKPO yang melakukan pemungutan Retribusi m enerbitkan SKRD secara 
Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

(3) 	 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemu k an data baru dan/ atau 

data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 

jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKROKBT. 


(4) 	 Bentuk dokumen lain yang dipersarnakan seb agaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut . 

(S) 	 SKRO dan/ atau SKROKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang 
ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut. 

(6) 	 Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubemur ini. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Pembayaran Retribusi 


Pasa18 


(1) 	 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas . 

(2) 	 Pembayaran Retribusi dilalzukan di tempat pela anan Retribusi diberikan. 

(3) 	 Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan 
selambat-lambatnya IS (lima belas) hari kerja setelah tanggal 
SKRO/SKROKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. 
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(4) 	 Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokLlmen lain yang dipersamakan, 
Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima 
danl atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT 
Pemungut. 

(5) 	 Bendaharawan Penerima dan/atau Bendahar wan Penerima Pembantu 
pada SKPD dan UPT Pemungut membuat Tan d Bukti Pembayaran/Bukti 
lain yang sab untuk diberikan kcpada Wajib R tribusi. 

(6) 	 Bendabarawan Penerima paling lambat 1 ( ' a tu) hari seJak uang kas 
diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas 
Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kali mantan Timur sedangkan 
Bendaharawan Penerima Pembantu paling lam bat 1 (satu) hari kerja 
berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerima an Retribusi ke Rekening 
Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. 

(7) 	 Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran. 

(8) 	 Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekenin g Kas daerah paling lambat 
1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi. 

(9) 	 Apabila pembayaran Retribusi dilakukan s telah lewat waktu yang 
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD. 

(10) Setiap SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan 
penyetoran serta mempertanggungjawabkan pem bayaran Retribusi sesual 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(11) Bentuk , formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran 
sebagaimana dicantum dalam lampiran III meru pakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 9 

(1) 	 Kepada SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan Izin 
cpembayaran secara angsuran maupun penund an pembayaran kepada 

Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat diperlanggung jawabkan. 

(2) 	 Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun 
penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut. 

Pasal 10 

(1) 	 Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali 
pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterbitkan SKRD. 

(2) 	 Pemberian izin pembayaran seeara angsuran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senil . diatas Rp. 1.500.000,
(satu juta lima ratus ribu rupiah). 

(3) 	 Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 9 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja 
sejak diterbitkan SKRD. 
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(4) 	 Pemberian izin penundaan pembayaran Re tri busi sebagaimana dimaksud 
pada pasal 9 ayat (1) diberikan atas kete lapan Retribusi senilai di a tas 
Rp . 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

Bagian Keempat 

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan Retribusi 


Pasal 11 

(l) 	 SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD. SKRD Secara 
Jabatan. SKRDKBT dan STRD yang diterbitkar .l. 

(2) 	 Arsip dokumen yang telah dicatat tersendl ri untuk setiap jenis dan 
disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya. 

(3 ) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan . 
penerimaan, penyetoran , tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala 
dibuatkan laporan penetapan, realisasi p nerimaan, penyetoran dan 
tunggakan per jenis Retribusi . 

Pasal 12 

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyeto ran dan tunggakan per jenis 
Retribusi sebagaimana dimal(sud dalam pasal 11 ayat (3) diatur sebagai 
berikut : 
a. 	 bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan 

pemungutan Retribusi setiap bulan paling lam bat tanggal 2 (dua) bulan 
berikutnya wajib menyampaikan laporan bu lanan dari hasil penetapan, 
realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang 
dikelola kepada Bendaharawan Penerima pa da SKPD dan tembusan 
laporan kepada UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

b. 	 bendaharawan penerima pada SKPD Pemungu i: setiap bulan paling lambat 
tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulcman 
dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, pe nyetoran dan tunggakan per 
jenis Retribusi yang dikelola kepad a Kepala Biro Keuangan Sekretariat 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepadn 
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

c. 	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalim an tan Timur paling lambat 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi 
dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada 
Gubernur. 

BAB V 
TATA CARA PENAGlHAN 

Pasal 13 

Kepala SKPD dan UfYf Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lam 
yang dipersamakan apabila : 

retribusi yang tclah ditetapkan dalam SKRD, S KRD Secara Jabatan dana . 

SKRDKBT setela h jatuh tempo pembayaran tidak dibayar; 


dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakanb. 
terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis danl atau 
salah hitung; 

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.c . 
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Pasal 14 

(1) 	 Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/ Sura t lain yang sejenis sebagai 
tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribu s i dikeluarkan segera setelah 
7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pemba yaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) h ari setelah tanggal surat 
Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejerus, Wajib Retribusi harus 
melunasi Retribusi yang terutang. 

(3) 	 Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang s jenis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan /atau UPT Pemungut. 

BAB VI 

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN , KERINGANAN DAN 


PEMBEBASAN RETRIBUSI 


Pasal 15 

(1) 	 Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Oubernur dapat memberikan 
keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib 
Retribusi setelah mendapat saran pertim bangan dari Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timu r . 

(2) 	 Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat diberikan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah ketetapan 
Retribusi. 

(3) 	 Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi 
melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada SKPD Pemungut , 
selanjutnya SKPD Pemungut membuat saran p rtimbangan kepada Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah. 

BAB VII 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRlBUSI YANG KEDALUWARSA 

Pasal 16 

(1) 	 Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi , 
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang 
Retribusi. 

(2) 	 Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimann dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh jika : 
a. 	diterbitkan Surat Teguran; atau 
b. 	ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung 

maupun tidak langsung. 

(3) 	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya 
Surat Teguran tersebut. 

(4) 	 Pengakuan utang Retribusi secara langsung s bagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum me1unasmya kepada 
Pemerintah Daerah. 
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(5) 	 Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohon a n 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

Pasal 17 

(1) 	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa da pat dihapuskan. 

(2) 	 Kepala SKPD danl atau Satuan Kerja yang m lakukan pungutan Retribusi 
Daerah mengajukan Penghapusan Piu tang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) 	 Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pacta ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gu bernur danl atau 
Keputusan Gubernur. 

BAB VIII 

TATA CARA PENGAJUAN IZIN 


Pasal 18 

(1) 	 SKPD Wajib menetapkan persyaratan-persyara tan yang berkaitan dengan 

penerbitan izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 


(2) 	 Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab penu h atas penerbitan izin. 

BAB IX 

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN 


Pasal 19 

(1) Kepala SKPD meneliti , menganalisa setiap izm yang berlaku dan 
mengusulkan pencabutan kepada Gubernur jika : 
a. 	 terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraLu ran perundang-undangan 

yang berlaku; 
b. 	 tidak menjalankan usahanya se1ama 2 (dua) tahun bcrturut-turut tanpa 

keterangan . 

(2) 	 Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan perin gatan terlebih dahulu dan 
disertai alasan-alasan yang mendasari pencabu lan izin. 

Pasa120 

Izin dinyatakan batal apabila: 
a. 	 ganti pemilik danl atau nama usaha; 
b . 	hilangjhapusnya hak penguasaan atas tanah/t m pat usaha; 
c. 	 hilang/hapusnya hak atas hak paten. 

Pasa121 

(1) 	 Terhadap perubahan atas 1zm yang telah di berikan , wajib mengajukan 
permohonan izin perubahan. 

(2) 	 Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) meliputi : 
a. 	memperluas tempat usaha, memperbaharu i tempat usaha .atau 

mengadakan cara-cara baru dalam sistim pengerJaannya sehmgga 
terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut ; 

b. 	 pindah tempat usaha; 
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(5) 	 Pengakuan u tang Retribusi secara tidak lan gsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan 
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

Pasal 17 

(1) 	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa da pat dihapuskan. 

(2) Kepala SKPD dan / atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribu s i 
Daerah mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayal (1) . 

(3) 	 Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur dan / atau 
Keputusan Gubernur. 

BAB VIII 

TATA CARA PENGAJUAN IZIN 


Pasal 18 

(1 ) SKPD Wajib menetapkan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan 
penerbitan izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) 	 Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab penul l atas penerbitan izin. 

BAB IX 

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IZIN 


Pasal 19 

(1) 	 Kepala SKPD menelib , menganalisa setiap 1zm yang berlaku dan 
mengusulkan pencabutan kepada Gubernur jika : 
a . 	 terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perat ran perundang-undangan 

yang berlaku; 
b. 	 tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa 

keterangan . 

(2) 	 Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan peringat~ terlebih dahulu dan 
disertai alasan-alasan yang mendasari pencabu tan 1zm . 

Pasal20 

Izin dinyatakan bata! apabila: 
a. 	 aanti pemilik danl atau nama usaha; 
b . 	hilang/hapusnya hak penguasaan ata:; tanah / tempat usaha; 
c . 	 hilang / h a pusnya hak ata s hak pate n. 

Pasa121 

(1) 	 Terhadap perubahan atas izin yang telah diberikan , wajib mengajukan 
permohonan izin perubahan. 

(2) 	 PerubahclD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi : 
a mem erluas tempat usaha, memperbah ar Ui tempat usaha .atau 

. 	men:adakan cara-cara baru dalam sistim . pengerJaannya sehmgga 
tcrjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut , 

b. pindah tempat usaha; 
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c, ganti pemilik/nama atau alih usaha; 

d, habis masa berlakunya, 


Pasal22 

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya 
izin, pemegang izin harus mengajukan permoh onan izin kembali, 

(2) 	Orang pribadi atau badan pemegang izin yang kehilangan surat izin dapat 
memperoleh duplikatnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada 
Gubernur melalui Pejabat yang ditunjuk pada KPD, 

BABX 

INSENTIF PEMUNGUTAN 


Pasal23 

(1) 	 Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD dan UPT 
Pemungutan dillam pengelolaan Insentif pemungu tan, 

(2) 	 Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melaksanakan pemungutan 
Retribusi Daerah dapat diberikan insentif seb 'sar 3 % (tiga persen) dari 
Rencana Penerimaan Rctribusi, 

(3) 	 Besaran Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun yang berkenaaan dan dijabarkan secara tnwulan dalam 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungu t , 

(4) 	 Perhitungan besaran persentasi pencapaian rencana penerimaan Retribusi 

per triwulan sebagai dasar pembayaran insentif ditetapkan oleh KepaJa 

SKPD Pemungut. Dan Insentif dapat dibayarkan etelah mencapai rencana 

penerimaan Retribusi dan masuk triwulan, 

(5) 	 Besaran insentif yang dibayarkan kepada pej abat dan pegawai SKPD 
Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut , 

BAB XI 

PEMANFAATAN RETRIBUSI 


Pasa124 

Retribusi diutamakan(1) 	 Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jeni s 
langsung denganuntuk mendanai kegiatan yang berkaitan 


penycienggaraan pelayanan yang bersangkutan, 


(2) 	 Kepala SKPD Pemungut membuat alokasi pemanfaatan penerimaan 
Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-un dangan yang berlaku, 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 


Pasa125 

Bentuk formulir laporan Tunggakan Retribusi Daerah , L~poran Penerimaan 
dan Pen etoran Retribusi Daerah, Laporan Ketetapan Retnbusl Daerah , Surat 
Ta ihan YRetribusi Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagrumana 
ter~anlum dalarn lampiran IV, V, VI, VII ,dan VIll meru pakan baglan yang tldah 

terpisahkan dalan1 Peraturan Gubernur 1111, 
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BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal26 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan 
Gubernur yang lama bcrkaitan langsung dengan Petunjuk Pc1ak:sanaan 
Peraturan Daerah Tetang Retribusi Perizinan Tenentu dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. 

Pasal 27 

Pelaksana teknis pemungu tan retribusi diatur 1 bih lanjut oleh Kepala SKPD 
Pemungut 

Pasa128 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

Ditetapkan di Samarinda 
pacta tan ggal 21 Mei 2012 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal20 Juni 2012 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR 

ttd 
...... . . . 

DR. H. IRlANTO LAMBRIE 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 14. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


KEPALA BI HUKUM, 


H. SUR TO. SH 
PEMBINA TK. I 


Nip. 196205271985031 006 




LAMPIRAN I 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PERlZINAN TERTENTU 

FORMULIR SURAT PEMBERlTAHUAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD .... . ... . . ..... .. ..... ...... ........... ........ . .......... . 


Nomor dan tanggal 
Masa Retribusi 
Tahun Retribusi 

SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SfYfRD) / PERMOHONAN 

Kepad Yth: 


Kepala ... . ....... ....... . .. .. .. .. .. ...... . .. . 


Di -

Samarinda 

Yang bertanda tangan dibawah ini kami : 

Nama 
Alamat 

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan emakaian/pemanfaatan 

Berupa : . .. .. . ............ ........... .. ...... ,',. 

Objek retribusi 

Luas / Jumlah 
Penggunaan Untuk 
Jangka waktu 

..... .. . .. . ........ . ...... ... . . . . ..... .... .. . . ..... . . . . ...... .... , . ... . .. . .. ... . 

, • •• • •• • ••••••••••• , •••• • •• ••••••• j •• • • ••• ,' •• •• •••••••• •• , •••••••••••••••••••••••• ' • •• • 

. .. . ....... . . , .... . ... ... .. .. ........ ..... ...... . .. . . . .. . . . " . . .. . .. ..... . ..... . .. . .. . 

Apabila permohonan dikabulkan kami sanggup membayar Retribusi sesuai 
Perda Retribusi Provinsi Kalimantan Timur Nomor ...... ". Tahun 2011 Tentang 
Retribusi ......................... serta menanggung penggantian segala biaya-biaya yang 
diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan ad ministrasi termasuk sanksi
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya ng berlaku terhadap saya 

atau yang saya beri kuasa . 
Kcmudian atas berkenannya kami ucapkan terima ka sih 

Diterima tanggal 
.... .. ..... . ...... . . . . ............ .. ... 


Dikem balikan tanggal: 
Wajib Retribusi 

I\eterangan : 
Lembar I : Untuk SKPD Pengelola 

: Untuk Wajib RetribusiLembur II 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROVoKALTIM 

KEPA~__ 

H. SUROTO, SH 
PEMBINA TK. I 


Nip. 19620527 198503 1 006 


Sam arinda, 21 Mei 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR.H.AWANGFAROEKISHAK 



LAMPIRAN II 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALI MANTAN TIMUR 
SKPD ... .. ..... .. . .. ........... ..... . . ....... , .... " . .. .. ... ...... . . 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 
Nomor Ketetapan dan tanggal : 
Bulan dan Tahun 

A. 	WAJIB RETRIBUSI 
1. Nama 
2. Instansi 
3. Alamat 

B. 	 OBJEK RETRIBUSI 
1. Jenis Retribusi : ........... .......... .... .. ..... . ......... . .... . .. .... ....... . ..... ..... . ... .. 

2. Lokasi .. ...... .. . , .... , ' ......... . , ...... .... ... , . ...... , .. .. ..... , . . , ... , . .. .. . , . . . 


C. KETETAPAN RETRIBUSI 
Jumlah ketetapan Retribusi Rp. .. . .. ... ...... ........ ....... .............. . ........... .. 

Ya ng harus dibayar. 


Dengan huruf ... ... .. ....... " ., .. ...... . . . ... . ........... ... . . ... . , ..... . .. . . .. .. ..... . ... . . . .. . 


D. PEMBAYARAN 
1. 	 Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/ Bendaharawan Penerima 

Pembantu pacta SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah 
dan / atau UPT SKPD. 

2. 	 Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sank. i administras i berupa bunga 
sebesar 2 % per bulan. 

3. 	 Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dual hari set lah tanggal SKRD / SKRDKB 
diterbitkan. 

... ,', .. ... . ... . ... . . .. . .. .. .... ... ............ . 


Kepala SKPD j UPT . .. ..... .. ......... · . 

..... . ,., ...... , ... . .. . .. , ., .... .... ... . .. . 


. . .. .. .. . . ... . .. . . ... ..... .... ... . ... . . . . . ... .. . . 


Keterangan : 

Lemba r I : Wajib Retribusi 


: Seksi / petugas yang menangani retribusi
Lembar II 

Lembar !II : Arsip. 


Samarinda. 21 Mei 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Salinan sesuai dengan aslinya 	 ttd 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


KEPALA BI 0 HUKUM, 
 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SU aTa, SH 
PEMBINA TK I 


Nip. 19620527 198503 1 006 




LAMPIRAN III 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHU N 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

PEMERINTAH PROVINSI KALI lANTAN TIMUR 
SKPD ..... .. .. . .. .. . .. ..... .... . .. .. ... . .. ........... ...... ......... ... . 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

RETRIBUSI ... ................ ...... ... .. ...... .. ...... ............. . 

Tanda terima dari Wajib Retribusi 

1. Nama /Instansi 

2. Alamat 

3. Jumlah : Rp .... ... . .. .. .. ... .. ... ..... . ...... .. .. .. .. ... .... . .. .......... .. .... . . .... . 

Oengan Huruf ...... ..... ... ... . .. . .... .. ........ ... ....... . ...... . ... . .. ........... .. ... ... ... ... . .. 


4. 	Untuk membayar : Retribusi ........ ....... ... ........... . .. . ... ......... ......... .. .. .. ... .. .. . 

(Dasar Perda Nomor .... . ...... .. ..... Tahun 2011) 


5. Nomor dan Tanggal SKRD .. . ...... .. ......... .. .. ...... .. ....... .. ............................. .. 


••• ••• • "0 , •• • , •• •• •••••• •• •••• • ••• • •• t, ••••• • , " .-1 •.• ••. • • ••••• • •• , ,' • • • • •••• • • 6. Objek retribusi 

BendaharawanWajib Retribusi 
Penerima/ Bendaharawan 

Penerima Pembantu . 

•• ••• • •• ••• •••• ••••• • ••• t o. , • • •• • ••• ", • •• • • • • • • • • 

Keterangan : 
Lembar I : Wajib Retribusi 
Lembar II : Bendaharawan Penerima/Penerima Pembantu . 
Lembar III : Seksi/petugas yang menangani retribu si 

Samarinda, 21 Met 20 12 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Sailnan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


KEPALA 81 0 HUKUM, 
 ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SU OTO, SH 

PEMBINA TK 1 


Nip. 19620527 198503 1 006 




LAMPlRAN IV 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVIN~ 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

SKPD ... . ....... ........ .. . 


LAPORAN TUNGGAKAN RETRlBUSI DAERAH 
EULA N : .. . . ....... ..... ... .. ...... ' ..... . . , ....... . . 

JENlS 
PUNGUTAN 

--. 
I 

JUMLAH 

SKPDJUPT . . . .. , .... .... __ .. . .. _- . .... . .. . ............. 
TUNGGAKANYANG 

KETETAPAN JUMLAH TAGlHAN PENERIMAAN TUNGGAKANLALU 
-ORJEK Rp OBJ8K Rp OBJEI\ Rp_. ORJEK Rp. OBJEK Rp. 

10 6 - 8 11 7 - 9
2 3 4 5 6 2 + 4 7 3+5 8 9 

KI.!:TERANGAN 

12 

J 

KEPALA SKPD/UPT... .. ... .. ... ... .... . ... .. . ... . 

Lembar I 
Lembar II 
Lembar [II 

: Kepala SKPD Pengelola Pendapatan 
: Kepala Oispenda Prov Kaltim 
: Arsip. 

Samarinda, 2 1 Mei 2012
Salin an sesuai dengan aslinya 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 
KEPALA ~o HUKUM, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SUROTO, SH 
PEMBINA TK. I 


Nip 19620527 198503 1 006 




LAMPIRANV 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD ..... .. . .. .. .. .... . .. .... .. .. . . ... ... . .... .. . ... . . . .... . . 


LAPORAN : PENERlMAAN DAN PENYETORAN RETRlBUSI DAERAH 
BULAN : ... .... . ...... ... ... .. .... ........ .. .... . 
SKPD: . .. .... ... _ . ... .. .. .. ...... .. .. ... .. ... .... . 

No 

1 

PENERIMAAN PENYETORAN
JENIS PUNGUTAN SID BULAN JUMLAH S I D SID B ULAN JUMLAH S I D % 

LALU NULAN INI 
BULAN INI rALU BULAN INI 

BULAN IN I
2 3 

- 1- -- -
8 94 5 6 7 

JUMLAH -

KETERANGAN 

10 

I 

KEPALA SKPD / UPT....... ... .. .. .. .. .... .... .... . 


Lembar I 	 - - --------- --------: Kepala S KPD Pengelola Pen dapatan
Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kalbm / Kabit Retribusi . 
Lembar III : Arsip. 
Samarin da, 

Samarinda, 21 Me i 201 2 Salinan sesua i dengan aslinya 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,SEKRET	ARIAT DAERAH PROVo KALTIM 

KEP~UM' , 
ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 
H. SUROTO, SH 

PEMBINA TK I 


Nip 19620527 198503 1 006 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS 
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TABUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR LAPORAN KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
SKPD ..... . ....... . _ ... . .... ... . . .. ..... . _ .... .. . ..... ... . 

LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 
BULAN : _... ... ............. .... .. .... .......... . 
SKPD : ...... . .. .. .. . .. . .... .. ......... . ... ...... .. . 

NO 

~. 

JENIS PUNGUTAN JUMLAH Sj 0 BULAN YANG 
LALU 

BULAN JUMLAH Sj 0 BULAN INI KETERANGAN 

OBJEK Rp. OBJEK Rp OBJ EK Rp. 
2 3 4 5 6 7 8 9 

JUMLAH 

KEPALA SKPOjUPT.... ... ........ .. ..... ... .. . . 


Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan 
Lembar II : Kepala Oispenda Prov Kal tim 
Lembar III : Kepala Bidang Retribusi dan PLL 
Lembar IV : Arsip. 

Salin an sesuai dengan aslinya Sarnarinda, 21 Mei 2012 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

KEPALA BIRO HUKUM, 
ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SUROTO, SH 

PEMBINA TK. I 


Nip 19620527 198503 1 006 




LAMPIRAN VII 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH 

PEMERINTAH PROVINST KALIMANTAN TIMUR 
SKPD .. . .. ... . .......... . ...... .. .. .. .. . . .. . . . .... .. .. ... .... . ........ . 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 
Nomor Tagihan dan tanggal : 
Bulan dan Tahun 

A. WAJIB RETRIBUSI 
1. Nama 
2. Instansi 
3 . Alamat 

B. OBJEK RETRIBUSI 
1. Jenis Retribusi : ....... . .. . ... ... . ....... ... .... . ... .. ... .. .... .. ... .. .... .. ............ ... . . . 

2. Lokas i . ... .. .... . ........ .... .. .... .. ... .. . .. ..... . .. ... .... ... . . .. .. ... .. . . 


C. TAGIHAN RETRIBUSI 
Jumlah Tagihan Retribusi Rp .. . ................. .... ... ... ... .. .. . ... ... .. .. .. .. .... . ...... . 
Yang harus dibayar. 
Denda (2%) Rp.. . .. ... . .. . .... .... ... ... ... . ... .. . . ... .... . ...... . .. . ....... .. 
Jumlah Keseluruhan Rp ............. .. .. . . .. .. .. .... ... .. .. ...... ... .. .. . .. ... . .... .. . . 
Dengan huruf 

D. PEMBAYARAN 
Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima j Bendaha rawan Penerima Pembantu pada 
SKPD yang melakukan pemungutan Retribu s i Daerah dan j atau UPT SKPD. 

Kepala SKPD jUPT .... ........ ........... . 


, . . ... . ... . . .. .. , . . ... ...... . ... . ..... ... . .. .... . 


Keterangan : 

Lembar I : Wajib Retribusi 


: Seksi j pctugas yang menangani retribusi
Lembar 1I 

Lembar III : Arsip. 


Sam arinda, 21 Mei 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 

KEPALA BI 0 HUKUM, ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

H. SU OTO, SH 
PEMBINA TK. I 


Nip . 19620527 198503 1 006 




LAMPIRAN VIII 	 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 
2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRlBUSI PERIZINAN TERTENTU 

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG 
BAYAR (STRDKB) 

PEMERINTAH PROVINSI KA LI MANTAN TIMUR 
SKPO ....... .. ...... . .... . .. .. .... ...... ... . ... ................. .. ..... . 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI OAERAH KURANG SAYAR (STROKB) 
Nomor STROKB dan tanggal : 
Bulan dan Tahun 

A. WAJIB RETRIBUST 
1. Nama 
2. lnstansi 
3. Alamat 

B. OBJEK RETRIBUSI 
1. Jenis Retribusi : ..................... . .. . .. .. ..................... .. ... ......... . ..... . 

2. Lokasi . .. .............. .. . ... .... . ... .. .. . ......... ......... .. . ............... .. .. ... . 


C. STROKB 
Jumlah Tagihan Retribusi Rp... .... ...... .. ... ... .... .. ..... .. .... ' .. , ........... . ........ .. 

Yang harus dibayar. 

Kurang Bayar Rp ........... ... . ............. .. ....................... . .. .. ..... . 

Denda (2%) Rp ........ .. ........... ........ .. ............ . ........ .. 

Jumlah Keseluruhan Rp . .......... .. .. .. .......... . .. .... .............. . .......... .. .. . 

Oengan huruf . ............................... .. ....... .. .. . ... ... ...... ... ...... .... , ..... . .. .. .. 


D. PEMBAYARAN 
Pembayaran melalui Bendaharawan Penerima/Bendaharawan Penerima Pembantu pada 

SKPO yang melakukan pemungutan Retribusi Oaerah dan / atau UPT SKPO. 

Kepala SKP I UPT ...... .. .. .. . .. ........ . 


Keterangan : 
Lembar I : Wajib Retribusi 

Lembar II : Seksi/petugas yang menangani retribusi 

Lembar III : Arsip. 


Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM 


KEPALA B 0 HUKUM, 


H. SUROTO, SH 
PEMBINA TK. I 


Nip. 19620527 198503 1 006 


Sama r inda, 21 Mei 2012 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

ttd 

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 


